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PUTUSAN
Nomor 24 |Pid.Sus.TPK /2018/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang
memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat pertama
dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Terdakwa:

Nama Lengkap .  GEDE GITA GUNAWAN

Tempat Lahir : Tulad

Umur / tanggal lahir : 42 Tahun /10 Juli 1976,

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan/ : Indonesia.

Kewarganegaraan

Tempat tinggal :JI. Baladewa Il No. 1 Kelurahan Semarapura Ke

lod Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klung

kung
Agama : Hindu.
Pekerjaan . Anggota DPRD Kabupaten Klungkung
Pendidikan . S1
Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Rutan Kab.Klungkung, masing-masing
oleh:
O Oleh penyidik . Tidak dilakukan penahanan.
0 Oleh Penuntut Umum : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 11 Desem

ber 2018 s/d 30 Desember 2018.
[ Olen Majelis Hakim : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 19 Desem
Pengadilan TIPIKOR ber 2018 s/d tanggal 17 januari 2019.
PN Denpasar
[ Perpanjangan Ketua : Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 18 janua
Pengadilan TIPIKOR ri 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019.
PN Denpasar
00 Perpanjangan Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 19 Ma
pertama Ketua ret 2019 s/d tanggal 17 April 2019.
Pengadilan TIPIKOR
PT Denpasar

[J Perpanjangan Kedua

Ketua Pengadilan Dilakukan penahanan Rutan mulai tanggal 18April
TIPIKOR 2019 s/d tanggal 17 Mei 2019.
PT Denpasar ( mulai tanggal 24 April 2019 dialihkan

menjadi tahanan kota )
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Di persidangan terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : AGUS

SUJOKO,S.H. DKK , Para Advokat yang berkantor pada * AR JK LAW OFFICE “
yang beralamat di Jalan Gunung Agung Pertokoan Griya Husada NO 9 Blok T-5

Denpasar —Bali berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2018.
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;
I. Setelah Membaca :

a. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar  tanggal 19 Desember 2018  Nomor 24/Pid.Sus-
TPK/2018/PN.Dps tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini;

b. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 20 Desember 2018. Nomor
24/Pid.Sus- TPK /2018/PN.Dps tentang Penetapan hari sidang untuk
mengadili perkara Terdakwa tersebut;

c. Penetapan Panitera Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar tanggal 20 Desember 2018 Nomor 24/Pid.Sus-TPK /
2018/PN.Dps tentang Penetapan Panitera Penganti ;

d. Surat-surat dan Risalah Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dalam

perkara Terdakwa tersebut ;

Il. Setelah mendengar dan membaca :

- Pembacaan Surat dakwaan Penuntut umum No. Reg. Perkara
PDS-.03/P.1.12/Ft.1 /12 /2018 tanggal 12 Desember 2018;

- Keterangan masing-masing saksi, yang diajukan oleh Penuntut umum,
keterangan Terdakwa sendiri dan alat bukti yang telah diperlihatkan
dipersidangan dalam perkara ini;

- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut umum tertanggal 24 April 2019 NO.
REG. PERKARA. : PDS - 03/P.1.12/Ft.1 /12 /2018 yang pada pokoknya
menuntut agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tidak terbukti secara sah
meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam
Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI
Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal
55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan terdakwa GEDE GITA GUNAWAN oleh karenanya dari dakwaan
Primair;

3. Menyatakan Terdakwa GEDE GITA GUNAWAN tersebut diatas terbukti secara

sah dan meyakinkan “secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi”
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sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GEDE GITA GUNAWAN dengan
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama
terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan.

5. Menghukum terdakwa GEDE GITA GUNAWAN membayar denda sebesar Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

6. Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Asli Berita Acara hasil Pelelangan gagal XXIV. 08/Pokja 11/2014,
Tertanggal 19 Agustus 2014 ;

2. 1 (satu) Asli Perihal Pengumuman Lelang Gagal, Nomor : XXIV.09/Pokja
11/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;

3. 1 (satu) Asli Kelompok Kerja Il Perihal Berita Acara Evaluasi Pelelangan
gagal, Nomor : XXIV.10/Pokja 11/2014, Tertanggal 19 Agustus 2014;

4. 1 (satu) Asli Kelompok Kerja Il kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan
(ULP) Pemilihan Penyediaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klungkung Tentang Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal,
Nomor :XXIV.11/Pokja 11/2014, teranggal 19 Agustus 2014;

5. 1 (satu) lembar Asli Surat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemilihan
Penyediaan Barang dan Jasa Kepada KPA Badan Pemerdayaan
Masayarakat, Perempuan KB dan Desa Kabupaten Klungkung tentang
Penyampaian Pemilihan Langsung Gagal, Nomor :027/139/ULP/2014,
tertanggal 19 Agustus 2016 ;

6. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan
Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung
Nomor 21 Tahun 2014, Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan Pemerdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2014, Tertanggal 06 Pebruari 2014;

7. 1 (satu) Bendel Asli Surat Keputusan Kepala Badan Pemerdayaan
Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung
Nomor 71 Tahun 2014, Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan
Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa
Kabupaten Klungkung Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Penunjukan Pejabat

dan Pegawai menjadi Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Badan
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Pemerdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintah Desa

Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014, Tertanggal 20 Agustus 2014;

8. 1 (satu) bendel Fotocopy Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA Induk)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014;

9. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Pelaksaan Anggaran (DPA Perubahan)
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) tahun Anggaran 2014 ;

10. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati tentang Perubahan atas Keputusan
Bupati Klungkung Nomor 3/16/H20/2014 tentang Penunjukan Pejabat dan
Pegawai menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna
Anggaran,Bendahara Umum daerah,Kuasa Bendahara Umum
Daerah,Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu
Bendahara di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2014 ;

11. 1 (satu) Asli Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor 37/16/H20/2014
Tentang perubahan atas Keputusan Bupati Klungkung Nomor
3/16/H20/2014 Tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai menjadi
Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran
dan Pembantu Bendahara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun Anggaran 2014 ;

12. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
027/0486.B/BPMPKBPD/111/2014 tanggal 28 Maret 2014 dengan Nilai
Kontrak sebesar Rp. 31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu
rupiah) antara Badan Pemberdayaan Masyarakat,Perempuan,KB dan
Pemeritah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV. GRAHA UNDAGI;

13. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
04998/SP2D-LS /2014 tanggal 2 September 2014 sebesar Rp.
31.800.000,00 (tiga puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditujukan
kepada | Gusti Ayu Alit Suci Widari,AAMd Nomor rekening
011.02.02.26883-0 Bank BPD Bali Cab. Utama Denpasar untuk keperluan
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat ;

14. 1 (satu) bendel Salinan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
027/1052/BPMPKBPD/2014 tanggal 9 September 2014 dengan nilai Kontrak
sebesar Rp. 22.350.000,00 antara Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan, KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung dengan CV.
Pilar Utama ;

15. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09813/SP2D-LS/ 2014 tanggal 10 Desember sebesar Rp. 22.350.000,00
(dua puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditujukan kepada |
Made Dirganata,ST Nomor rekening : 01.11.00380-3 Bank BPD Bali Cab.

Hal 4 dari 215 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Tpk/2018/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Karangasem untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada

Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi yaitu Dana Bersumber dari
Dana APBD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan,KB dan Pemerintahan Desa Kab.
Klungkung;

16. 1 (satu) bendel Salinan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor
027/1065/BPMPKBPD/2014 (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tanggal 11
September 2014 dengan nilai sebesar Rp.890.004.000,00 (delapan ratus
sembilan puluh juta empat ribu rupiah) antara Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang Pemberdayaan Kawasan Perdesaan pada Badan Pemberdayaan
masyarakat,Perempuan,KB dan Pemerintah Desa Kabupaten Klungkung
dengan penyedia CV. SARI INDAH KARYA,;

17. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06075/SP2D-DAK /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp.
242.728.363,00 (dua ratus empat pu;luh dua juta tujuh ratus dua puluh
delapan tiga ratus enam puluh tiga rupiah) ditujukan kepada | Nyoman
Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab.
Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat;

18. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
06074/SP2D-PD /2014 tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 24.272.837,00
(dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus tiga
puluh tujuh rupiah ) ditujukan kepada | Nyoman Suartika Nomor Rekening :
022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja
Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat;

19. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07484/SP2D-DAK /2014 tanggal 17 Nopember 2014 sebesar Rp.
226.546.473,00 (dua ratus dua puluh enam jua lima ratus empat puluh enam
empat ratus tujuh puluh tiga rupiah) ditujukan kepada I Nyoman Suartika
Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk
keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau
Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin | dari Dana DAK Tahun 2014
pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

20. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
07483/SP2D-PD /2014 tanggal Nopember 2014 sebesar Rp. 22.654.647,00
(dua puluh dua juta enam ratus lima piluh empat ribu enam ratus empat
puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada | Nyoman Suartika Nomor Rekening :
022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan
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keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau

Belanja Sumber Daya Energi yaitu Termin | dari PD APBD Tahun 2014 pada
Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

21. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09815/SP2D-DAK /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.
299.364.982,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus enam
puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) ditujukan kepada
I Nyoman Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali
Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan
kepada Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu
Termin Il dari Dana DAK Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat ,Perempuan, KB dan Pemerintahan
Desa Kab. Klungkung ;

22. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09814/SP2D-PD /2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.
29.936.498,00 (dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu
empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) ditujukan kepada | Nyoman
Suartika Nomor Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab.
Klungkung untuk keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat atau Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin Il
dari Dana PD Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab.
Klungkung;

23. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09817/SP2D-DAK/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.
40.454.727,00 (empat puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tujuh
ratus dua puluh tujuh rupiah) ditujukan kepada | Nyoman Suartika Nomor
Rekening : 022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk
keperluan Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau
Belanja Sumber Daya Energi Terbarukan yaitu Termin Illl dari Dana DAK
Tahun 2014 pada Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

24. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :
09816/SP2D-PD/2014 tanggal 10 Desember 2014 sebesar Rp.
4.045.473,00 (empat juta empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tiga
rupiah) ditujukan kepada | Nyoman Suartika Nomor Rekening
022.01.00.00559-9 Bank BPD Bali Cab. Klungkung untuk keperluan Belanja

Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat atau Belanja Sumber
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Daya Energi Terbarukan yaitu Termin Il dari Dana PD Tahun 2014 pada

Bidang Kawasan Pedesaan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kab. Klungkung;

25. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 19
tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

26. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 58
tahun 2014 tentang Perubahan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan
Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung
Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat dan Pegawai Menjadi
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan
Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2014;

27. 1 (satu) Asli Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Nomor 73
tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Kepala Badan
Pemberdayaan Masyarakat Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Klungkung Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat
dan Pegawai Menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat
Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa Kabupaten Klungkung Tahun
Anggaran 2014;

28. 1 (satu) Asli Surat Sosialisasi PLTS dan Biogas Nomor
005/074/BPMPKBPD/2014 tanggal 4 Pebruari 2014 beserta 1 (satu)
fotocopy Surat Kriteria Pemberian Bantuan Instalasi Biogas dan PLTS Bagi
Rumah Tangga Miskin (RTM), Rumah Tangga Lainnya di Kabupaten
Klungkung Tahun 2014;

29. 1 (satu) Asli Surat Kriteria Permohonan Bantuan Energi Pedesaan Nomor :
027/0320/BPMPKBPD/2014 tanggal 10 Maret 2014 ;

30. 1 (satu)Asli Surat Kriteria Pemberian Bantuan Energi Pedesaan (Energi
Terbarukan) Bagi Rumah Tangga Miskin (RTM), Warga Kurang Mampu
,Rumah Tangga Lainnya di Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung
tanggal 10 Maret tahun 2014;

31. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor 10/V/KLP/2014
tanggal 23 Mei 2014 ;
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32, 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor

005/38.a/Ds.Skt/2014 tanggal 28 Mei 2014 ;

33. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor
07/VIK.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 ( Dusun Limo) ;

34. 1 (satu) Asli Surat Mohon Bantuan Instalasi Biogas Nomor
07/VIK.Kaler/2014 tanggal 29 Mei 2014 ( Dusun Sebunipil) ;

35. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas 2014 di

Kecamatan Nusa Penida (Dusun Limo) ;

36. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di
Kecamatan Nusa Penida (Dusun Sebunipil);

37. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di
Kecamatan Nusa Penida (Dusun Tiagan) ;

38. 1 (satu) Asli Surat Penetapan Nama Calon Penerima Biogas tahun 2014 di
Kecamatan Nusa Penida (Dusun Cemulik, Bucang dan Sebunibus);

39. 1 (satu) Asli Spesifikasi Teknis Kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha
Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja barang Yang Diserahkan Kepada
masyarakat Berupa Perencanaan Instalasi Biogas;

40. 1 (satu) Asli Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan Ketrampilan
Usaha Industri Kerajinan, Pekerjaan Belanja Barang Yang akan Diserahkan
Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas;

41. 1 (satu) Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan Pelatihan
Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang
Diserahkan Kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas;

42. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.1/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Bakta;

43. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.2/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Nyoman Yarsa,

44, 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.3/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Wayan
Rama,;

45. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.4/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Narna;

46. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.5/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Suka;
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47. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor

027/1286.6/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Tika;

48. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.7/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut

Murta;

49. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.8/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Tantra;

50. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.9/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Wayan
Wirata;

51. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.10/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Gede
Sika;

52. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.11/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Jana;

53. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.12/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Darta;

54. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.13/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Subrata;

55. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.14/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Nyoman Bandem;

56. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.15/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Sukerta;

57. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.16/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Putu
Suarjana;

58. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.17/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Sunantra,;

59. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.18/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Madra;
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60. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor

027/1286.19/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |

Nengah Wartana;

61. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.20/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Suarta;

62. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.21/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Nyoman Bandem;

63. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.22/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Nyoman Peca;

64. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.23/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Mara,

65. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.24/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan Pan
Darya;

66. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.25/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan Pan
Badra;

67. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.26/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Nyoman Kartawan ;

68. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.27/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Darya Susila;

69. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.28/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Gede
Cemeng;

70. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.29/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Lindra;

71. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.30/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Murya;

72. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.31/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made

Karsa,
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73. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor

027/1286.32/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Sukra;

74. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.33/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Sudi;

75. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.34/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Jaga;

76. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.35/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Made
Jagat;

77. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.36/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Murta,;

78. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.37/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan Agus
Nyoman Balik;

79. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.38/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan |
Wayan Musta;

80. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.39/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Ketut
Jatra;

81. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Biogas Nomor
027/1286.40/BPMPKBPD/2014 antara | Putu Widiada,S.Sos dengan | Putu
Gede Darma Wicaksana ;

82. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan (Harian, Mingguan,Bulanan) Kegiatan
Pelatihan Keterampilan Usaha Industri Kerajinan CV. PILAR UTAMA;

83. 1 (satu) Bendel Fotocopy Laporan Pengawasan Pekerjaan Belanja Barang
Yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat Yaitu Belanja Sumber Daya
Energi Terbarukan Berupa Pengawasan Instalasi Biogas CV. Pilar Utama ;

84. 1 (satu) Asli Akte Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bhuana Raya tanggal
06 September 2007 Nomor : 1 ;

85. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana
Raya tanggal 22 Januari 2010 Nomor : 12;

86. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana

Raya tanggal 24 Pebruari 2012 Nomor : 26;
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87. 1 (satu) Asli Akte Pemasukan, Pengeluaran dan Perubahan CV. Bhuana

Raya tanggal 21 Oktober 2015 Nomor : 21;

88. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Nomor : 0059089 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor
Registrasi : 0-5105-06-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014;

89. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi
Nomor : 0059090 atas nama Badan Usaha BHUANA RAYA,CV Nomor
Registrasi : 0-5105-07-002-1-22-023081 tanggal 16 Juni 2014 ;

90. 1 (satu) lembar Asli Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Nomor :
1.5105.2.00003.023081 atas nama Badan Usaha CV. BHUANA RAYA
tanggal 17 Juni 2014;

91. 1 (satu) Asli Rekening Koran Bank BPD Bali Cabang Klungkung Nomor
Rekening 021.01.11.00143-6 atas nama BHUANA RAYA Periode 01-10-
2014 s/d 14-10-2014;

92. 1 (satu) Bendel Asli Rekening Koran Bank BNI Nomor Rekening
0232890431 atas nama BHUANA RAYA Periode 01/11/2014 s/d 30/11/2014
dan periode 01/12/2014 s/d 31/12/2014;

93. 1 (satu) lembar Asli Surat Kesepakatan antara | Gusti Ayu Alit Suci Widari

(Pihak Pertama) dengan | Made Dirganata,ST (Pihak Kedua) tanggal 5
Januari 2014 ;

94. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang
Karangasem Nomor Rekening 022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI
INDAH KARYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 31-10-2014 ;

95. 1 (satu ) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Nomor Rekening
022 01.00.00559-9 atas nama CV. SARI INDAH KARYA Periode tanggal 01-
11-2014 s/d 31-12-2014 ;

96. 1 (satu) lembar Asli formulir setoran Bank BPD Bali nhama pemilik rekening
CV. BHUANA RAYA nomor rekening 0210111001436 sebesar Rp.
237.800.000,- tanggal 14-10-2014;

97. 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali
tanggal 24 November 2014 sebesar Rp.221.900.000 (dua ratus dua puluh
satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada
BANK BNI nomor rekening 023.289.0431;

98. 1 (satu) fotocopy formulir transfer yang telah dilegalisir Bank BPD Bali
tanggal 15/12/2014 sebesar Rp. 333.000.000 (tiga ratus juta tiga puluh tiga
ribu rupiah) ke rekening CV. BHUANA RAYA pada BANK BNI nomor
rekening 023.289.04311 ;

99. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 14 Oktober 2014 sebesar Rp.
237.800.000,- ;
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100. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 24 Nopember 2014 sebesar Rp.

222.000.000,- ;

101. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi tanggal 15 Desember 2014 sebesar Rp.
333.000.000,- ;

102. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Giro Bank BPD Bali Cabang
Klungkung Nomor Rekening 021 01.11.00143-6 atas nama CV. BHUANA
RAYA Periode tanggal 01-10-2014 s/d 17-10-2014 ;

103. 1 (satu ) Asli Rekening Giro Bank BNI Cabang Klungkung Nomor Rekening
0232890431 atas nama BHUANA RAYA periode 01/11/2014 s/d
05/01/2015 ;

104. 1 (satu) Bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang

Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas Tahun Anggaran
2014 CV. SARI INDAH KARYA ;

105. 1 (satu) Asli Berita Acara Serah Terima Il (kedua) Pekerjaan (FHO) Nomor :
027/0644.a/BPMPKBPD/2015 antara | Made Catur Adnyana, SH selaku
Kuasa Pengguna Anggaran dengan | Nyoman Suartika selaku Penyedia
tanggal 9 Juni 2015 ;

106. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Umum Pengadaan Kuasa Pengguna
Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, KB dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri Kerajinan
Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakatt berupa
Instalasi Biogas ;

107. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Pelaksanaan Pengadaan Kuasa
Pengguna Anggaran Bidang Pemberdayaan Kawasan Pedesaan pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan,KB dan Pemerintahan
Desa Kabupaten Klungkung Kegiatan Pelatihan keterampilan Industri
Kerajinan Pekerjaan Belanja barang Yang diserahkan kepada masyarakatt
berupa Instalasi Biogas ;

108. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2014 Belanja Langsung
No. RKAP SKPD : 1.110101160352 ;

109. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA SKPD) Tahun Anggaran 2014 ;

110. 1 (satu) bendel fotocopy Rencana Kerja Dan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klungkung Formulir RKA SKPD
2.2.1;
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111. 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.01/Pokjall/2014

tanggal 24 Juli 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang Diserahkan

kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;

112. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Lelang Ulang Instalasi Biogas
Nomor : 027/0967/BPMPKBPD/2014 tanggal 21 Agustus 2014 ;

113. 1 (satu) bendel fotocopy Summary Report Badan Pemberdayaan
Masyarakat, Perempuan,KB dan Pemerintah Desa Pekerjaan Konstruksi E-
Lelang Pemilihan Langsung ;

114. 1 (satu) bendel fotocopy surat Penetapan Penerima Bantuan PLTS dan
Instalasi Biogas Th.2014 Nomor :005/0135/BPMPKBPD/V/2014 tanggal 06
Mei 2014 ;

115. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Terima Hasil Pekerjaan 100% Nomor :
027/1392/PPHP/2014 ;

116. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 100%
Nomor :027/1382/BPMPKBPD/2014 tanggal 25 Nopember 2014 ;

117. 1 (satu) bendel fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor :
027/1192/PPHP/2014 ;

118. 1 (satu) bendel fotocopy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Pelatihan
Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja barang yang
diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;

119. 1 (satu) Bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor
910/108/DPPKA/2014 tanggal 27 Juni 2014 ;

120. 1 (satu) bendel fotocopy surat Revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor
910/123/DPPKA/2014 tanggal 19 Agustus 2014 ;

121. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas
Nomor :800/0705/BPMPKBPD tanggal 1 Juli 2014 ;

122. 1 (satu) bendel fotocopy surat Mohon Lelang Pekerjaan Instalasi Biogas
Nomor :800/0851/BPMPKBPD tanggal 18 Juli 2014 ;

123. 1 (satu) bendel fotocopy Engineering Estimate (EE) Kegiatan Pelatihan
Keterampilan Usaha Industri Kerajinan Pekerjaan Belanja Barang Yang
diserahkan kepada masyarakat berupa Instalasi Biogas ;

124. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Setoran Pajak (SSP) an. CV Graha Undagi
Nomor NPWP :027982503903000 ;

125. 1 (satu) Fotocopy Dokumen Pengadaan Nomor : XXIV.12/Pokjall/2014
tanggal 22 Agustus 2014 untuk Pengadaan Belanja Barang Yang

Diserahkan kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;
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126. 1 (satu) bendel Asli Buku Standar Harga Keperluan Pemerintah Kabupaten

Klungkung Tahun 2014 ;
127. 1 (satu) bendel Fotocopy Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan

Pelatihan KeterampilanUsaha Industri Kerajinan pekerjaan Belanja Barang
Yang diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas ;

128. 1 (satu) bendel Asli Dokumentasi Pekerjaan Belanja Barang Yang
diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Instalasi Biogas tahun 2014 Tahun
Anggaran 2014 Penyedia CV. Sari Indah Karya ;

129. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Mohon Pemeriksaan Hasil Pekerjaan 48,75
% Nomor : 027/1187.a/BPMPKBPD/2014 tanggall5 Oktober 2014 ;

130. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung serie J7 beserta charger ;

131. 1 (buah) Compact Disk (CD) berisi rekaman suara ;

132. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 821.2/252/BKD
tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural
Eselon Il dan IV Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung ;

133. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1364/04-
A/HK/2014 tanggal 10 Juli 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Dan
Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Klungkung ;

134. 1 (satu) lembar Asli Rekening Koran Bank BNI atas nama CV. Bhuana Raya
dengan nomor rekening : 0232890431 Periode 01/01/2015 s/d 31/01/2015.

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam penuntutan perkara atas
nama terdakwa | Made Catur Adnyana, SH.

7. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Telah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pleidoi) tertanggal 29 April
2019 yang disampaikan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa secara pribadi , yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa terdakwa
tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum dan memohon
kepada Majelis Hakim untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa (I GEDE GITA GUNAWAN ) tidak terbukti secara
sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi
sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum baik dalam dakwaan
kesatu Primair, dakwaan Subsidair, dakwaan lebih Subsidair.
Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala dakwaan (Vrijspraak)
Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

serta martabatnya,
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4. Membebankan biaya perkara kepada Negara

Telah mendengar Replik secara tertulis  dari Jaksa Penuntut umum yang
disampaikan dipesidangan pada tanggal 30 April 2019 sebagai tanggapan atas
pembelaan/ pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap
pada tuntutannya, dan Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyampaikan
Dupliknya secara lesan sebagai tanggapan atas Replik dari Jaksa Penuntut umum

dan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepersidangan
Pengadilan T